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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota terbesar yang berada di provinsi Kepulauan Riau di Indonesia adalah Kota
Batam. Pulau-pulau kecil Selat Singapura dan Selat Malaka yaitu Pulau Batam,
Pulau Rempang, Pulau Galang, dan lainnya membentuk wilayah Kota Batam.
Jembatan Barelang menghubungkan pulau Galang, Rempang, dan Batam. Kota
dengan posisi yang luar biasa adalah Batam. Kota ini terletak dekat dengan
Singapura dan Malaysia, berjarak 12,5 mil, dan berada di jalur maritim
internasional utama. Salah satu Kota di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan
tercepat adalah Batam, sebuah komunitas terencana. (Dian Senjani, Arjoni, 2022).

Baik jumlah maupun ragamnya, jasa transportasi laut semakin dibutuhkan.
Untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat tersebut, hingga saat ini
berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun infrastruktur transportasi laut.
(Bangkit Surya Praja, Purba Daru Kusuma, Casi Setianingsih, 2019). Pelabuhan
adalah salah satu subsistem dari sistem transportasi laut yang memiliki peran utama
dalam menyediakan lokasi yang aman untuk berlabuh dan menambatkan kapal
serta terminal untuk transfer kargo dan orang antara transportasi darat dan laut.
(Samudra Biru, 2017). Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Badan Usaha Pelabuhan

(BUP) adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang usaha terminal



dan fasilitas pelabuhan lainnya, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia nomor PM 57 Tahun 2020 Pasal 1 Poin 20. (Hadji Dini Perkasa, 2021).

Salah satu unit usaha pengelolaan pelabuhan Batam, Badan Usaha Pelabuhan
memiliki keunikan karena dikendalikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas (BP) dan Pelabuhan Bebas Batam daripada Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut (DJPL). Saat masih menjadi bagian dari KSOP Khusus Batam,
organisasi ini dikenal sebagai Kantor Pelabuhan Laut (Kanpel). (Hadji Dini
Perkasa, 2021).

Kantor Pelabuhan Batam Atau Badan Usaha Pelabuhan Batam sebagai pengelola
pelabuhan di Batam, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang bersifat
khusus karena tidak dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tapi
dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam. Salah satu seksi yang ada di Kantor
Pelabuhan Laut Batam adalah Seksi Pemanduan dan Penundaan yang berfungsi
untuk memberikan informasi kepada nakhoda kapal tentang keadaan perairan
setempat yang penting untuk menjaga keselamatan pelayaran dan lingkungan di
wilayah perairan wajib pandu yang telah ditetapkan. Saat ini Seksi Pemanduan dan
Penundaan hanya menangani masalah pemanduan di wilayah Perairan Tanjung
Uncang sedangkan penundaan di wilayah Perairan Batuampar dan Kabil (Feri
Irawan, 2019).

Pemanduan terdiri dari kegiatan mendorong, menarik, atau menarik kapal yang
bergerak yang diikat, dilepaskan dari, atau ditambatkan ke pelampung, dermaga,

jembatan, dan kapal lain dengan menaiki kapal tunda. Selain untuk menjaga



keselamatan pelayaran, tindakan tunda ini juga berfungsi sebagai alat pengintaian
dan upaya untuk mencegah kerusakan pada dermaga atau mereka yang akan
berlabuh di pelabuhan. (PM 93 Tentang Sarana Bantu Dan Prasarana Pemanduan
Kapal, 2014).

Setiap kapal yang akan sandar di Pelabuhan wajib tunda dengan ukuran kapal
GT 600.000 (enam ratus ribu Gross Ton) baik yang berbendera Indonesia ataupun
asing wajib menggunakan kapal tunda yang telah disediakan oleh Kantor
Pelabuhan Laut Batam. Dalam melaksanakan proses pemanduan dan penundaan
kapal Kantor Pelabuhan Laut bekerjasama dengan PT. Bias Delta Pratama dan PT.
Pelindo Sebagai operator pelaksana Pemanduan semantara PT. Gemalindo
Shipping dan PT. Kurnia Samudra sebagai operator pelaksana proses penundaan
kapal. Namun Sejak adanya pandemic Covid-19 alur pelayaran yang ada di
Indonesia terlebih diwilayah laut batam saat ini mengalami penurunan dalam
pendapatan, agar pendapatan kembali miningkat maka kepala kantor badan usaha
pelabuhan pun mengajukan aturan terbaru sesuai dengan undnag undang pelayaran
yang ada di Indonesia, Adapun aturan saat ini yang belaku di Badan Usaha
Pelabuhan Batam saat ini terdapat dalam isi Peraturan Kepala ( PERKA ) Nomor
20 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara
Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.



Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang di bahas dalam tulisan ini
berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan Peraturan Kepala nomor 20 tahun
2021 yang saat ini berlaku sejak adanya Pandemi Covid-19.

Sehubung dengan hal tersebut, maka penulis mengangkat judul tentang
“Penanganan Penurunan Pendapatan Badan Usaha Pelabuhan Batam Akibat
Pandemi Covid-19”

. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan kegiatan yang memfokuskan sebuah penelitian
dan juga permasalahan untuk bertujuan mengetahui bagaimana penelitian itu secara
terperinci dan jelas akan mengkaji apa permasalahan didalam sebuah penelitian
tersebut.

Penelitian adalah untuk memfokuskan tentang aturan khusus yang terbaru untuk
wilayah pelabuhan yang ada dibatam sesuai dengan aturan kepala badan usaha
pelabuhan BP batam.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan sebelumnya permasalahan yang di
bahas dalam skripsi ini adalah mengenai:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan turunnya pendapatan Badan Usaha

Pelabuhan Batam selama pandemi Covid-19?
2. Dampak apa saja yang dirasakan akibat turunnya pendapatan Badan Usaha

Pelabuhan Batam selama pandemi Covid-19?



3. Bagaimana upaya mengatasi turunnya pendapatan Badan Usaha Pelabuhan
Batam selama pandemi Covid-19?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan pembahasan mengenai dalam kalimat penelitian
suatu kegiatan ilmiah dengan dasar suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan
dengan cara sistematis, metodologis, juga konsisten untuk mengungkap kebenaran.
Dimana proses pembuatan penulisan ini bertujuan yang didasarkan pada rumusan
masalah yang sudah dijelaskan didalam latar belakang tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui penyebab turunnya pendapatan yang ada di Badan Usaha
Pelabuhan Batam selama pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dampak dari penyebab turunnya pendapatan Badan
Usaha Pelabuhan Batam selama pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui upaya menangani turunnya pendapatan yang ada di
Badan Usaha Pelabuhan Batam selama pandemi Covid-19.
E. Manfaat Penelitian
Ada beberapa manfaat penelitian yang dapat kita ambil dari hasil penelitian
mengenai “Penanganan Penurunan Pendapatan Badan Usaha Pelabuhan Batam
Akibat Pandemi Covid-19” baik untuk kantor pelabuhan, dunia pendidikan, dan
bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri.

1. Manfaat untuk Badan Usaha Pelabuhan



Bagi pegawai Badan Usaha Pelabuhan terutama Divisi Operasional,
skripsi ini dapat dijadikan masukan dan juga pedoman untuk lebih memahami
lagi standar operasional prosedur di wilayah pelabuhan Batam.

2. Manfaat untuk dunia pendidikan
Membantu taruna dan taruni jurusan TALK untuk meningkatkan daya pikir
dan memudahkan dalam mengkaji aturan-aturan terbaru Badan Usaha
Pelabuhan tahun 2021 pada masa wabah Covid-19 di wilayah Pelabuhan
Batam.
3. Manfaat untuk pembaca umum
Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum agar mengetahui tentang
aturan terbaru Badan Usaha Pelabuhan yang berlaku di wilayah Pelabuhan

Batam.
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LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

Definisi berikut diberikan oleh penulis untuk membantu pembaca

memahami istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Mereka diambil dari bahan

referensi dan pendapat para ahli di bidang yang relevan:

1. Pengertian Penanganan.
Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani
mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang di lakukan oleh pihak
wewenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan
terselesaikan.

2. PERKA (Peraturan Kepala) nomor 20 tahun 2021 Badan Usaha Pelabuhan
BP Batam.

Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kepala merupakan
Pimpinan yang memiliki Hak dan Wewenang yang berada di Badan Usaha
Pelabuhan BP Batam

Bagian kerja Badan Pengusahaan Batam, badan usaha pelabuhan
mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengoperasian pelabuhan,
kecuali pengawasan keselamatan dan keamanan dan koordinasi kegiatan

yang diprakarsai oleh pemerintah pusat dengan badan atau organisasi



internasional. skala yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Perhubungan.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menerbitkan Peraturan Kepala (Perka)
BP Batam No. 20/2021 tentang Tugas Pelayanan dan Tata Cara Pengelolaan
Keuangan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan (KPBPB) Batam yang dikelola, Perka terbaru ini terbit
karena BP Batam ingin mengakomodir keinginan dari pengusaha di sektor
kemaritiman di Batam.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan produktifitas serta guna
meningkatkan daya saing dan investasi di bidang jasa Kepelabuhanan Pada
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ketentuan pasal
28 dan pasal 29 peraturan menteri keuangan nomor 148/PMK.05/2016
Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 87/PMK.05/2018,
dan memperhatikan peraturan menteri keuangan nomor 165/PMK.02/2020
tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut yang
berlaku di Kementerian Perhubungan di wilayah tertentu di perairan yang
di tetapkan sebagai pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pengertian Pelabuhan
a. Secara umum pengertian pelabuhan.
Pelabuhan adalah suatu lokasi yang terdiri dari daratan dan lautan yang

berdekatan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan komersial



seperti sandar kapal, bongkar muat barang, naik atau turunnya orang, dan
kegiatan lainnya. Pelabuhan juga dilengkapi dengan fasilitas untuk
keselamatan maritim. Untuk mendukung operasional komersial di
pelabuhan dan sebagai lokasi transit intra dan antarmoda, diperlukan
infrastruktur transportasi yang memadai, yaitu transportasi melalui air.

Pelabuhan tersebut khusus dibangun sebagai lokasi kapal berlabuh.
Kapal-kapal memanfaatkan wilayah ini sebagai tempat pemberhentian
sebelum berlabuh atau melanjutkan perjalanannya.

Pelabuhan Laut merupakan pelabuhan yang dapat digunakan untuk
melayani kegiatan angkutan laut atau angkutan penyebrangan yang terletak
di laut atau di sungai.

b. Pengertian Pelabuhan Menurut Beberapa Para Ahli.

Pelabuhan adalah badan air yang terlindung dari gelombang dan
memiliki gudang, crane untuk bongkar muat kargo, fasilitas terminal
maritim, dan area penyimpanan di mana kapal dapat menurunkan
muatannya. fasilitas penyimpanan di mana barang-barang dapat disimpan
sementara menunggu untuk dikirim ke pelanggan atau tujuan. Terminal ini
menawarkan layanan jalan raya dan/atau kereta api. (Triatmodjo, 2019).

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas darat dan atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandara,
naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan

tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
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keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai
tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi (D.A Lasse, 2016)
c. Fungsi pelabuhan.
Tergantung pada istilah, pelabuhan dapat melakukan sejumlah tugas yang
berbeda. Beberapa fungsi ini tercantum di bawah ini.
1. Gateway ( Pintu Masuk )

Pelabuhan bertindak sebagai pintu gerbang bagi orang-orang untuk
memasuki suatu negara, yang merupakan tujuan dari Gerbang. Kapal
yang ditambatkan harus mengangkut barang dagangan atau muatan lain
ke kota lain atau mungkin negara lain. Di sini, port berfungsi sebagai
perantara di awal prosedur.

2. Interface

Hal ini mengacu pada peran pelabuhan sebagai interface, yang
menyiratkan bahwa ia berfungsi sebagai jembatan antara darat dan air.
Setiap kali komoditas dari kapal tersebar di darat, misalnya. Mobilisasi
dihubungkan oleh pelabuhan.

3. Link

Mengacu pada peran pelabuhan sebagai penghubung dalam distribusi
komoditas ke pelanggan. Kapal dari produsen mengangkut produk
mereka ke pelabuhan, di mana mereka kemudian didistribusikan ke
pelanggan. Pelabuhan ini berfungsi sebagai jalur distribusi untuk
menjangkau

4. Pelanggan Industry Entity
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Dengan kata lain, pelabuhan berfungsi sebagai sektor industri. Hal ini
disebabkan oleh peningkatan lalu lintas di pelabuhan. Alhasil, kawasan
tersebut akan berkembang menjadi kawasan industri dengan
infrastruktur yang memadai.

. Pelayanan Jasa Pelabuhan.

Pelayanan tersebut bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
pelayanan untuk kapal dan pelayanan untuk barang.
1. Pelayanan Jasa Kapal.

Merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk
hingga keluar pelabuhan, menurut Herry Gunawan (2016) dalam
bukunya yang berjudul Pengantar Transportasi dan logistik,
Pelayanan jasa kapal meliputi pelayanan:

a. Jasa Labuh, Agar kapal dapat berlabuh dengan aman di pelabuhan
dan menunggu pelayanan selanjutnya, seperti bongkar muat
(midstream, bongkar/muat, atau mengerjakan tugas lainnya),
diberikan pelayanan jangkar (docking, pemrosesan dokumen, dll).

b.Pelayanan Pandu kapal. Pandu menasihati nakhoda tentang keadaan
saluran air setempat yang sangat penting untuk navigasi-pelayaran
agar dilakukan dengan aman, metodis, dan lancar demi keselamatan
kapal dan lingkungan. Fungsi utama kapal tunda adalah untuk
menarik atau mendorong kapal lain melalui sungai atau kanal, di laut

lepas, atau di pelabuhan.
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c. Jasa tunda tindakan mengikat dan melepaskan tali kapal saat mereka
bergerak mendekati atau berangkat dari dermaga, jembatan,
pelampung, di antara struktur lainnya.

d. Layanan Mooring Layanan yang ditawarkan kepada kapal yang
secara teknis aman di tambatan dan mampu melakukan bongkar
muat secara efisien dan aman.

2. Pelayanan Barang.

Berikut ini adalah contoh pelayanan bongkar muat yang diberikan
oleh kapal kepada pemilik barang atau sebaliknya. Berdasarkan KM
65 Tahun 1994 yang dikutip oleh Suyono (2017) dalam bukunya.

a. Dermaga digunakan untuk bongkar muat selama pelayanan
dermaga barang. (wharfage). Tarif uang dermaga didasarkan pada
Ton/M3 barang (KM 65 Tahun 1994, Bab VIII, pasal 10).

b. Servis Tumpukan Barang segera dinilai untuk komoditas yang
sementara ditumpuk di dalam atau di luar lapangan. Ton/M3
produk dan hari operasi adalah dasar untuk tarif layanan
tersimpan. Ada hari-hari yang tercantum dalam tarif ketika sewa
perawatan dibebaskan.

c. Jasa persewaan peralatan Setiap pelabuhan menetapkan tarif
tersendiri untuk penyewaan alat bongkar muat dan barang-barang
lainnya.

4. Dampak Covid-19 terhadap Angkutan Laut.
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Corona Virus Disease 2019, juga dikenal sebagai COVID-19, adalah
penyakit menular yang dibawa oleh SARS-CoV-2, sebuah coronavirus.
Pasien dengan COVID-19 mungkin mengalami demam, batuk kering, dan
masalah pernapasan.

Mobilitas operasi di Pelabuhan telah dipengaruhi secara signifikan oleh
epidemi Covid-19. Pedoman kesehatan yang ditetapkan oleh WHO untuk
mengurangi efek COVID 19 dengan memakai masker, membersihkan tangan,
dan menjaga jarak. Menerapkan prosedur kesehatan dalam segala aktivitas
menjadi keharusan saat menghadapi situasi baru pandemi Covid-19. Untuk
menghentikan penyebaran Covid-19, penelitian ini bermaksud memberikan
saran untuk pengelolaan pelayanan penumpang dan kargo di pelabuhan
selama masa pandemi. Analisis deskriptif menggunakan survei online adalah
teknik yang digunakan. Unsur-unsur yang diperhatikan antara lain pelayanan
penumpang dan barang umum, pelayanan kapal penumpang dan terminal
penumpang, pelayanan kapal barang, terminal konvensional, dan peti kemas.

Sejak adanya Pandemi Covid-19 ini Pembatasan mobilitas di Singapura
dan Malaysia membuat industri perkapalan di Batam, Kepulauan Riau, mati
suri selama empat bulan terakhir. Pemerintah diminta serius mengatasi
penyebaran Covid-19 agar aktivitas pelayaran yang menjadi tulang punggung
perekonomian di kota itu dapat segera pulih..

Saat Pandemi, program kerja yang diusung Badan Usaha Pelabuhan BP
Batam tetap berjalan. Ada beberapa kegiatan yang sedang berjalan di Badan

Usaha Pelabuhan BP Batam seperti Ship to Ship, Pengembangan Pelabuhan
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Curah Cair Kabil, dan Pembangunan Depo Container demi menekan biaya
logistik.
5. Pendapatan Pelabuhan
Hanya 5% devisa negara yang berasal dari pendapatan jasa
kepelabuhanan. Kurangnya manfaat yang diperoleh dari layanan pelabuhan
mungkin disebabkan oleh kinerja pelabuhan yang tidak efisien dan tidak
efektif. Hal ini di luar dugaan mengingat banyak konsumen jasa
kepelabuhanan yang sebelumnya menyuarakan ketidakpuasannya terhadap
jasa kepelabuhanan Indonesia yang mereka klaim di bawah standar dan tidak
sebanding dengan harga yang mahal. Singapura yang dikenal sebagai
pelabuhan murah karena keampuhan dan efisiensinya sehingga bisa menjadi
pelabuhan transshipment, sangat berbeda dengan kenyataan ini.
Pendapatan pelabuhan berasal dari:
a. Biaya pelayanan fasilitas pelabuhan
b. Anggaran Negara
c. Sumber tambahan
Layanan dan fasilitas yang disediakan oleh pelabuhan yang dapat ditagihkan
atau dikumpulkan dari pengguna diatur oleh undang-undang yang berbeda.
B. Kerangka Penelitian
Kerangka pemikiran memberikan pembenaran jangka pendek atas
gejala-gejala yang berkembang menjadi objek masalah metode penelitian.
Agar kerangka berpikir tersusun menurut kriteria utama berupa rantai

penalaran yang logis. Kerangka berpikir, secara sederhana, merupakan
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kumpulan hubungan antarvariabel yang ditarik dari berbagai gagasan yang

telah diartikulasikan. Informasi tersebut kemudian ditelaah secara kritis dan

metodis untuk menghasilkan formula sintetik yang berkaitan dengan faktor-
faktor penelitian. Untuk membuat hipotesis penelitian, sintesis hubungan
antara faktor-faktor ini digunakan.Menurut beberapa para Ahli yaitu :

a. Kerangka ide penelitian mendistorsi realitas untuk mengungkapkannya
dan membuat hipotesis yang menjelaskan korelasi antara variabel yang
diteliti. (Nursalam, 2017) .

b. Kerangka pemikiran adalah bentuk strategi konseptual yang mengaitkan
atau melampirkan antara teori dengan adanya beberapa
faktor permasalahan yang dianggap penting untuk diselesaikan,
sehingga dalam hal lebih mengacu pada tujuan penelitian tersebut

dijalankan (Sugiyono 2017).


https://penelitianilmiah.com/tujuan-penelitian/
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Penelitian



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Dari penjelasan yang telah diuraikan dan hasil temuan atau data yang didapat
peneliti dari Lapangan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Kepala (
PERKA) no. 20 tahun 2021 untuk dampak Covid-19 terhadap pendapatan Badan
Usaha Pelabuhan Batam, maka dapat disimpulkan sebagai masukan yang sangat
bermanfaat bagi kegiatan oeprasional yang berada di wilayah pelabuhan batam.
adapun kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa uraian yang telah di
sampaikan peneliti tentang Implementasi Peraturan Kepala (PERKA) no. 20 tahun
2021 untuk dampak Covid-19 terhadap pendapatan Badan Usaha Pelabuhan Batam
1. Ada beberapa Faktor yang menyebabkan turunnya pendapatan Badan Usaha

Pelabuhan Faktor yang menyebabkan turunnya pendapatan badan usaha

pelabuhan adalah:

a. Faktor internal pelabuhan ( tingkat pelayanan pandu, teknologi, penanganan
petikemas), penanganan terhadap penumpang kapal laut yang akan
bepergian kurang maksimal karena sulit dengan aturannya Lockdown saat
Covid -19

b. Faktor Kebijakan Badan Usaha Pelabuhan ( kebijakan pajak dan tarif yang

berlaku)

46



47

c. Adanya Faktor Alam seperti cuaca yang tidak mendukung untuk melakukan
kegiatan pelayaran,

d. Dan juga adanya faktor dari pihak pihak perusahaan pelayaran yang
mengalami kendala dalam membayar jasa layanan kapal pemanduan
maupun penundaan, dan lainnya

yang paling utama karena adanya dampak covid-19 yang menyebabkan
penurunan ekonomi pelayaran, dengan aturan Lockdown yang diterapkan di
berbagai Negara termasuk Singapore, Malaysia dan juga Negara Indonesia,
sehingga kurang maksimalnya alur pelayaran diwilayah batam karna sulit
dengan aturan yang ketat saat dampak covid-19. Dan kurang lengkapnya
fasilitas yang ada di pelabuhan, juga kurangnya sosialisasi yang diberikan
kepada masyarakat umum.

. Dampak yang menyebabkan turunnya pendapatan Badan Usaha Pelabuhan saat

pandemi, Penurunan jumlah penumpang pada 2020 yang datang dan berangkat

di delapan pelabuhan, domestik maupun internasional di Batam, mencapai 70

persen. Terafik jumlah penumpang 11 juta orang pada tahun 2019. Sementara

pada kurun Januari-Desember 2020, total penumpang yang datang dan
berangkat dar Pelabuhan di Batam hanya 3 juta penumpang. Dan berlaku juga
terhadap kapal kapal kargo atau tangker yang akan melaksanakan bongkar muat
ataupun ship to ship di tengah laut, aturan lockdown di berlakukan dalam jangka

yang cukup lama dalam beberapa bulan pada saat itu. maka diperlukan strategi
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yang sangat tepat untuk menjaga pertumbuhan, termasuk dengan memangkas

biaya barang-barang non operasional.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi turunnya salah satunya menghilangkan
tarif tambat dan memotong tarif sts sebanyak 50%, dan Badan usaha pelabuhan
telah menerapkan sistem Host To Host sejak awal periode tahun 2016 sehingga
Upaya yang di lakukan Badan Usaha Pelabuhan Batam untuk meningkatkan
kembali pendapatan Pelabuhan pada saat pandemi dengan mengubah kembali
PERKA ( Peraturan Kepala ) No. 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif
Layanan Dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Pada Badan Usaha
Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
Bebas Batam sesuai dengan Undang-Undang no. 17 tahun 2018 tentang
Pelayaran.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari dalam penulisan ini masih memiliki kekurangan

dikarenakan adanya keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti. Berikut beberapa

keterbatasan oleh peneliti :

1. Pengambilan data melalui dokumentasi berbentuk foto atau gambar yang
telah di peroleh peneliti beberapa hilang karena alat untuk mengambil
gambar atau foto yaitu melalui Handphone yang digunakan peneliti dalam
memperoleh data-data sebagian terformat karna tidak cukupnya ruang
penyimpanan dalam Handphone peneliti dan kurang jelasnya pengambilan

gambar atau foto yang diperoleh.
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2. Beberapa data yang tidak dapat di berikan oleh kantor Badan Usaha
Pelabuhan Batam sehingga ada sebagian data yang tidak dapat dilampirkan.
C. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan penelitian yang diambil yaitu tentang
Implementasi Peraturan Kepala (Perka) No 20 Tahun 2021 Untuk Dampak Covid-
19 Terhadap Pendapatan Badan Usaha Pelabuhan Batam. Maka peneliti ingin
memberikan beberapa saran sebagai bahan untuk pertimbangan dan masukan bagi
Kantor Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, yaitu sebagai berikut:

1. Staff atau pegawai kantor Badan Usaha Pelabuhan BP Batam lebih tegas
lagi terhadap pihak KSO dan juga Perusahaan pelayaran yang bekerjasama
dengan kantor badan usaha pelabuhan BP Batam dan lebih meningkatkan
pelayanan terhadap pengguna jasa pelabuhan, meningkatkan pelayanan
pandu, teknologi, penanganan petikemas, memberi kebijakan terhadap
pajak dan tarif yang berlaku

2. Agar tidak terjadi penurunan jumlah penumpang sebaiknya Badan Usaha
Pelabuhan Batam memberikan sedikit kelonggaran bagi penumpang yang
akan berpergian menggunakan jalur laut atau kapal penyebrangan namun
tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dan memperbolehkan
kapal-kapal yang akan melaksanakan bongkar muat ataupun STS dalam
menggunakan jasa kepelabuhanan, sebaikanya perlu mengadakan
sosialisasi pihak KSO agar dapat lebih berkoordinasi kepada pihak agen

perusahaan pelayaran.
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3. Perlunya pelatihan bagi mitra KSO untuk pemahaman tentang aturan
pelabuhan yang saat ini berlaku yaitu PERKA ( Peraturan Kepala ) no. 20
tahun 2021 yang saat ini berlaku sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran

No 17 tahun 2018
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Wawancara

Responden 1 : (Koordinator Jasa Kepelabuhanan)

Tempat : Kantor Badan Usaha Pelabuhan BP Batam

1. Menurut Pendapat Capten, Bagaimana Penerapan PERKA Baru tersebut
terhadap Pengguna jasa Kepelabuhanan seperti KSO ataupun Agen
Pelayaran?

Jawaban :

Penerapan yang saat ini dilakukan sudah cukup bagus, akan tetapi kurang
maksimal dikarenakan belum adanya sosialisasi secara langsung terhadap
PERKA baru tersebut, edaran yang diberikan baru hanya sebatas lewat
lembar surat resmi saja. Saya berharap Kantor BUP ini akan segera
menyelenggarakan sosialisasi secara tatap muka langsung bersama pihak
KSO dan juga Agen Pelayaran agar penerapan aturan tersebut dilakukan
dengan maksimal.

2. Lalu Kendala Apa saja yang capten hadapi selama aturan itu berlaku saat
di pelabuhan ?

Jawaban:

Untuk kendala yang saya hadapi cukup banyak, dikarenakan tadi belum
adanya sosialisasi yang dilakukan secara langsung sehingga banyak agen
dan pihak KSO yang tidak paham bagaiman cara penerapan aturan tersebut

dengan baik dan benar, dan masih banyaknya pihak agen yang belum
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melakukan prosedur tata cara dengan benar seperti telatnya membayar jasa
pelayanan kapal sehingga mengalami penunggakan yang cukup besar dan
itu merugikan Negara, karna pemabayaran itu masuk kedalam kas Negara.
Bagaimana harapan capten sebagai Koordinator jasa kepalabuhanan
pelabuhan batam dalam penerapan PERKA yang saat ini berlaku ?
Jawaban:

Ya harapan saya disini, semoga pihak pengguna jasa dapat memanfaatkan
aturan dengan sebaik baiknya, agar tidak terjadi kendala saat dilapangan, ya
seperti melunaskan jasa pelayanan kapal yang digunakan, karna itu penting
bagi pendapatan badan usaha pelabuhan untuk meningkatkan kinerja

pelabuhan yang ada di batam.

Responden Il : ( Asmen Jasa Kepalabuhan )

Tempat : Kantor Badan Usaha Pelabuhan BP Batam

1.

Izin pak, saya mau menanyakan Bagaimana Penerapan PERKA Baru
tersebut terhadap Pengguna jasa layanan Kepelabuhanan?

Jawaban :

Untuk sejauh ini penerapan aturan yang baru belum maksimal karna
kurangnya koordinasi antar KSO dengan agen pelayaran.

Untuk Kendalanya, Apa saja yang bapak hadapi selama aturan itu berlaku
saat di pelabuhan?

Jawaban :

Untuk kendalanya ya pihak agen pelayaran yang masih sulit memahami
aturan yang berlaku, dan sering telat membayar tagihan jasa pelayanan

kapal yang dipakai seperti jasa pemanduan dan penundaan
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3. Terus upaya apa saja yang di lakukan agar pihak agen pelayaran dapat
membayar dengan tertib ?
Jawaban :
Upaya nya ya seperti kita menindak tegas dan segera di telponin agen agen

pelayaran yang masih memiliki tunggakan agar segera membayar tagihan

tersebut.
Responden 111 : ( Staff/Pegawai Jasa Kepelabuhanan)
Tempat : Kantor Badan Usaha Pelabuhan BP Batam

1. Pak hari, bagaimana pendapat bapak tentang penerapan PERKA yang saat
ini berlaku?
Jawaban :
Ya sebenernya belum efektif karna mungkin adanya aturan prokes yang
ketata juga sehingga kapal kapal yang mau masuk kewilayah perairan
batam juga masih sangat sulit saat ini

2. Terus untuk Kendala yang bapak hadapi apa saja ?
Jawaban :
Tidak banyak hanya saja saya sebagai staff yang sering berpapasan
langsung dengan agen, banyak diantara mereka yang kurangnya koordinasi
sehingga masih banyak yang belum mengerti

3. Lalu apa saja upaya yang bapak lakukan terhadap agen-agen dan pihak kso
agar mengerti tentang aturan selama dampak covid-19 ini ?
Jawaban :
Memberi tindak tegas dan menjelaskan tentang aturan sesuai dengan perka

agar tidak terjadi kekeliruan
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BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG

PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN
KEUANGAN PADA BADAN USAHA PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEHAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
produktifitas serta guna meningkatkan daya saing dan
investasi di bidang jasa kepelabuhanan pada Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

b. ' bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28
dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87/PMK.05/2018, dan memperhatikan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa
Transportasi Laut yang Berlaku pada Kementerian
Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang
Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan
Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengelolaan Tarif
Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan
pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

@& batamport.bpbatam.go.id
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BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
=

Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6384);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5196);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6653);

S. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1051);
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Lampiran 4 Pembebasan Tarif Labuh dan Tambat Kapal

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
-13-

(3) Kapgl yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif labuh Kapal per
kunjungan yang didasarkan pada GT kapal dengan berpedoman pada surat
ukur kapal atau surat ukur kapal sementara.

(4) Kapal yang berkunjung dan berada di pelabuhan untuk melakukan kegiatan
lebih dari 10 (sepuluh) hari atau 1 (satu) etmal, dikenakan tambahan tarif
labuh Kapal untuk setiap masa 10 (sepuluh) hari berikutnya sebesar tarif per
kunjungannya.

Pasal 13

Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang,
dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari Tarif Dasar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 14

(1) Pembebasan tarif labuh Kapal diberikan kepada kapal angkutan laut dalam
negeri dan kapal angkutan laut luar negeri.
(2) Pembebasan tarif labuh Kapal angkutan laut dalam negeri, berupa:

a. Kapal perang Republik Indonesia, Kapal Syahbandar, Kapal navigasi,
Kapal patroli kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP), Kapal Bea dan
Cukai, Kapal penelitian, Kapal Palang Merah, Kapal pemerintah dacrah,
Kapal Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Kapal yang
melaksanakan tugas Search and Rescue (SAR);

b. Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;

c. Kapal yang sesuai ketentuan instansi yang berwenang tidak wajib register;
dan

d. Kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas dock.

(3) Pembebasan tarif labuh Kapal angkutan laut luar negeri, berupa:
a. Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan; dan
b. Kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas dock.

Pasal 15

Tarif labuh Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14
tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 3 Peraturan ini.
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Lampiran 5 Aturan tentang STS Kapal di wilayah Batam

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
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Paragraf 8
Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal

Pasal 65

Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal merupakan layanan untuk kegiatan Ship to
Ship Transfer (STS) dan Floating Storage Unit (FSU) yang dilakukan di dalam
perairan yang telah ditetapkan titik koordinatnya.

Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kapal yang melakukan
kegiatan tetap dan tinggal tetap di dalam DLKr dan DLKp yang berfungsi
sebagai tempat untuk menyimpan crude oil.

Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari Jasa Labuh Kapal, Jasa Pemanduan Kapal, dan Jasa Penundaan Kapal.

Kegiatan usaha bongkar/muat Barang merupakan kegiatan usaha yang
bergerak dalam bidang bongkar/muat Barang antarkapal di dalam perairan
yang telah ditetapkan.

Kegiatan Alih Muat Antar Kapal dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan
bongkar muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat sesuai dengan
Jjenis Barang yang dibongkar/dimuat.

Pengenaan Tarif Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal didasarkan atas jasa yang
diberikan pada masa pelaksanaan bongkar muat antarkapal di dalam perairan
yang telah ditetapkan.

Pengenaan tarif paket sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.



Lampiran 6 Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2018 tentang BUP
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas
kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat,

tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun -

penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri
sesuai dengan usaha pokoknya,

Terminal untuk Kepentingan Sendiri “adalah “terminal
yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah -~ Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang
merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani
kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan
dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang
digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan
di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan
yang divergunakan untuk menjamin keselamatan

Rencana Induk-Pelabuhan adalah pengaturan ruang
pelabuhan berupe. peruntukan rencana tata gura tanah
dan persiran di Dacrah Kerja dan Daerah
Uingkungan Kepentingan pelal .

Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah di  pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan
secara komersial,

Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan pengaturan,  pengendalian,
pongtwuu} ked;t:th kepehbuhmn“x:l.‘ dan pemberian
peleyanan jasa buhanan untuk pelabuhan
belum diusahakan secara komersial, i

Badan Usaha™ Pelabuhan adalah badan usaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan
terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

60
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Lampiran 7 Contoh Bukti Hold Dana

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

BADAN PENGELOLA PELABUHAN BATAM
JALAN YOS SUDARSO NOMOR 3, BATU AMPAR, PULAU BATAM
TELEPON (0778) 430994, 430996, 455471 FAKSIMILE (0778) 450720 ; SITUS www.bpbatam.go.id

BADAN PENGASUHAN AT

BUKTI HOLD DANA PELAYANAN JASA KAPAL %‘El‘
[OK7A3

Informasi Pelanggan : Informasi Hold
Customer Detail lgl Hold £ 12/01/2021 14:50
PELAYARAN ADIKARYA NUSANTARA, PT Jumlah Hold (IDR) : 1,000,000.00
KOMPLEK UNION INDUSTRIAL PARK BLOK D NO 23 Jumlah Estimasi (IDR) g 1,000,000.00
pel adikaryanusantara@gmail.com Nilai Kurs Saat Hold 3 6.00
Rekening Hold : 8700076000

Informasi Permohonan
Service Deiaii

PUK NO : 210000635/LL 1D JASA : 2021012250
No Registrasi PUK  : 2021010635

Kategori Jasa - Jasa Pandu PKK. DN IDBTM.2101.000067
Nama Kapai ¥ Bemdera ) 3

Vasaslie Moz ¢ LB27T1) Flog . Indonesia

Isi Kotor 5184 Pelabuhan Asal F

Gross Tonne * Last Port " Sintete

Panjang Kapal | 82 Peiabuhan Tujuan

LOA ; Destination - MANGGAR

Keterangan ©=  ---

120172021 08:00 12012021 09:00 (1 x TDR104000 x 1)+(1 X 145% [DR29 x 1)] x1 108,205.00
2 12012021 08:00 12012021 09:00 (1 x2184 xIDR29 x 1)) x1 63,336.00
Jumlah / Total : IDR 171,541.00

TERBILANG Seranus Tujuh Puluh SatuRibu Lima Ratus Empat Puluh Sate Rupiah

PERKA nomor 15 tahun 2012, nomor 16 tahun 2012, dan nomor 17 tahun 2012 -

(1)F nota p harus dilakukan selambat-lambataya 7 (tujub) hari kegja sejak tanggal nota terbit pada bank mitra yang ditunjuk;
(2) Apabila layanan lalai melakuk: nota pek kepel maka pe b dan p lainnya akan di
k bitan Surat F juan Berlayar (SPB);
(3) Pengay b atas nota pel k hanan dapat diterima paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak nota, dengan
surat k yang jels keb dan i copy nota dan data pendukung lainnya;

*) Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan, Tanggal Cetak :2021-1-12 14:49:12  arip.rahmad 1”1
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alks

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu
kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara
K Republik Ind ia yang terpisah dari dacrah
pabean sechingga bebas dari pengenaan bea masuk,
pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang
mewah, dan cukai.

2. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan
adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan
kebijakan umum, membina, mengawasi, dan
mengoordinasikan  kegiatan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,

3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan
Pengusahaan adalah badan yang dibentuk untuk

melaksanakan  pengelol: pengemb dan
pembangunan KPBPB.

4. Pola Pengelol K gan Badan Lay Umum
yang selanjutnya disebut PPK-BLU adalah pola
pengelol keuangan yang berikan fleksibilitas
berupa kelelu untuk pkan praktik bisnis
yang schat untuk ingkatkan pelay kepad

masyarakat dalam rangka jukan kesejahteraan

umum _dan mencerdaskan kehidupan ~ bangsa,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 g Perbendah Negara, sebagai
pengecualian dari pengelolaan keuangan negara pada
umumnya.

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Ind
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan 1 sebagai dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

6. Pemerintah Daerah . . .

& jdih.bumn.go.id e

< h M D
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Lampiran 9 contoh SPK( Surat Perintah Kerja bagi jasa pelayanan
Pemanduan dan Penundaan)

LATARaN | PRLAY S ApTRARY A NOSAITARA, BT
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Lampiran 10. Struktur Organisasi Badan Usaha Pelabuhan Batam

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA PELABUHAN

DIVISI KEUANGAN DAN UMUM

BADAN USAHA PELABUHAN

DENDI GUSTINANDAR, SE, MM

SUMIATI, SE

'SUB DIVISI KEUANGAN

'SUB DIVISI SDM DAN UMUM

YULFRINAL, SE

ADRIAN RIALDI, SE

DIVISI TEKNIK

KI AGUS MOHAMAD ARMANSYAH, ST

1

SUB DIVISI PERENCANAAN

'SUB DIVISI PEMELIHARAAN

BILLY BARNOV HASUDUNGAN
SIHITE, AMd

HEKSA SESWANDI, ST

UNIT USAHA PELABUHAN PENUMPANG

FERRY WISE MANULLANG, ST, MM

DIVIS| OPERASIONAL

DIVISI KOMERSIAL

M. TAUFIK, STP

Drs. MOCHAMAD BADRUDJAMAL
AMIRSYAH

P |

SUB DIVIS| TERMINAL
DOMESTIK

MULIA, A Md

DARMA YANTO AGUS JATI

SUB DIVIS| TERMINAL
INTERNASIONAL

NANO GAMIL WARSONG, SE

. T

——  SUBDIVISI PEMASARAN

KUN SRI HARTO, SE

SUB DIVISI PENGEMBANGAN
USAHA

HERTATI SIRAIT, SE

UNIT USAHA PELABUHAN BARANG

KURNIA BUDI, SE., MM

DIVIS| OPERASIONAL

DIVISI KOMERSIAL

ZERI YUSDINATA, ST

RONALDI Z, SE

I

SUB DIVISI PELAYANAN JASA
KEPELABUHANAN

RADEN KIKI ZAINAL MUTAQIN,

AMd

SUB DIVISI KEAMANAN DAN
PFSO

SOHIRNADI, SE

SUB DIVISI PANDU DAN SARANA
PRASARANA

SUPRIADI, AMd

S

SUB DIVIS| PELAYANAN ANEKA
JASA DAN USAHA

RATMA DEWI SARTIKA, SE

——  SUB DIVIS| PEMASARAN

HUSNAYADI, SE

‘SUB DIVISI PENGEMBANGAN
USAHA

AZHARI, S.K0m
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Lampiran 11. Kegiatan Patroli Laut
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Lampiran 12. Kegiatan kerjasama antara Badan Usaha Pelabuhan Batam
dengan Bea Cukai Batam
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama

2. Tempat, Tanggal Lahir
3. NIT

4. Agama

5. Jenis Kelamin

6. Golongan darah

7. Alamat

8. Nama Orang Tua
Ayah
Ibu

9. Alamat

10. Riwayat Pendidikan
SD
SMP
SMA
Perguruan Tinggi

11. Praktek Darat

: Nadia Febri Pangesti
: Batam, 14 Februari 2001
1 551811336995 K

: Islam

)
£ "

: Wanita
: O

: Perum. MKGR blok pragmatis no 6

Kel. Kibing, Kec. Batu aji

: Sugeng widodo
. Gijat Soekesi

: Perum. MKGR blok pragmatis no 6

Kel. Kibing, Kec. Batu aji

: SDII Lugman Al-Hakim (2007-2013)
: SMPN 37 Batam (2013-2015)

: MAN 1 Batam (2015-2018)

: PIP Semarang (2018-2022)

: Badan Usaha Pelabuhan BP Batu Ampar
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